
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Sasaran Strategis Anggaran

2 3 4 5 6

4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  Rp                          628.897.735 

4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Rp                             100.524.000 

4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  Rp                             345.883.935 

4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Rp                               95.496.000 

4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

 Rp                               86.993.800 

4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM  Rp                       1.321.102.265 

4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan  Rp                          836.083.588 

4 01 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan  Rp                             266.013.000 

4 01 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan  Rp                               87.600.000 

4 01 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya  Rp                             182.935.647 

4 01 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota - 190 Dokumen Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi  

dan Dievaluasi

 Rp                             299.534.941 

4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum  Rp                          485.018.677 

4 01 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum  Rp                             414.307.137 

4 01 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM  Rp                               70.711.540 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

RENCANA KERJA TAHUNAN

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024

No

1

Persentase rancangan

Peraturan Daerah yang

diselesaikan setiap tahun

- 60 Dokumen Produk Hukum Pengaturan; 

- 300 Dokumen Produk Hukum Penetapan; 

- 360 Dokumen/dokumen digital Pendokumentasian Produk 

Hukum Pengaturan dan Penetapan;

- 4 Dokumen Kajian Produk Hukum Pengaturan Provinsi                                                                              

Terwujudnya pengelolaan peraturan 

perundang undangan;

1. Cakupan penanganan

kasus hukum setiap tahun;

2. Cakupan penanganan

kasus Litigasi, Non-Litigasi

dan HAM setiap tahun.

1. 3 Kasus Litigasi

2. 10 Kasus Non-Litigasi

Terwujudnya pengelolaan bantuan 

Hukum
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